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Nama   : Angraeni Rusli 
Nim   : 10400114310 
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tersangka Tindak 
Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi 
Putusan No. 1043/Pid.Sus/2016/PN mks) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap 
tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan 
Nomor 1043/Pid.Sus/2016/PN Mks dan untuk mengetahui dasar pertimbangan 
hukum dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tersangka tindak pidana 
pencemaran nama baik dalam putusan No. 1043/Pid.Sus/2016/PN Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Metode 
pendekatan yang dignakan dalam penyususan skripsi ini adalah pendekatan yuridis 
empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan 
dianalisis dengan menggunakan studi analisis kuantitatif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu: (1) 
Penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik ini tidak 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang  RI No. 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terahadap terdakwa yang 
tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kerena salah satu unsur dari  Pasal 
45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) tidak terpenuhi sebagaimana yang telah didakwakan 
oleh penuntut umum; dan (2) dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan 
bebas terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No. 
1043/Pid.Sus/2016/PN Mks adalah dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi 
unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun 
perbuatan terdakwa yakni S. Kadir Dg. Sijaya tidak memenuhi  unsur seperti  
“Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik” yang didakwakan dalam Pasal 45 
Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. Maka terdakwa yakni S. Kadir Dg. Sijaya haruslah dibebaskan 
dari segala tuntutan hukum. 
Implikasi dari penelitian ini adalah Masyarakat selaku pengguna jejaring 
sossial hendaknya harus memahami dan lebih arif dan bijaksana di dalam 
memberikan pendapat ataupun berekspresi di media sosial dan haruslah tetap sesuai 
dengan etika dan koridor hukum yang berlaku sehingga tidak mudah terjerat dengan 








A. Latar Belakang Masalah 
Semua orang di dunia berhak dan punya kebebasan untuk berbicara serta 
berekspresi dimanapun termasuk di dalam dunia maya sekalipun sebab mengingat 
bahwa setiap orang mempunyai Hak Asasi Manusia yang sudah melekat pada dirinya 
dan telah diatur dalam Declaration of human rights. Sementara di Indonesia sendiri 
hak menyatakan  pendapat sudah dicantumkan dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu 
di dalam pasal 28  E ayat (2) yang berbunyi “setip orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya”. 
Selain itu, Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi,”setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan 
lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia. 
Tersedianya berbagai jenis akses menjadikan banyak orang bertindak 
sewenang- wenang atas orang lain. Misalnya saja, menyampaikan informasi yang 
tidak benar melalui akses internet. Sehingga seringkali ada beberapa pihak yang 






 tentang penistaan yang berbunyi “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan 
tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak), 
perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum 
seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan 
biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.
1
 
Larangan menghina orang lain/ pencemaran nama baik juga sudah dijelaskan 
dalam firman Allah swt dalam QS Al- Hujuraat 49/11:  
 َي نَأ ىَسَع ٍمْو َق ن ِّم ٌموَق ْرَخْسَي َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َيَ ءاَسِّن ن ِّم ءاَسِن َلََو ْمُه ْ ن ِّم ًار ْ يَخ اُونوُك
 ُقوُسُفْلا ُمْسِلَا َسِْئب ِباَقَْلْلِْبِ اوُز َباَن َت َلََو ْمُكَسُفَنأ اوُزِمْل َت َلََو َّنُه ْ ن ِّم ًار ْ يَخ َّنُكَي نَأ ىَسَع  َدْع َب
﴿ َنوُمِلاَّظلا ُمُه َكَِئلْوُأَف ْبُت َي َّْلَّ نَمَو ِنَايم ِْلْا١١    ﴾                                   
Terjemahnya : 
 
”Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 
merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih 
baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan 
kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan 
janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan 
gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, 
maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.2 
 
 
Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga 
diatur mengenai kewajiban dasar manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 70 yang 
bunyinya sama dengan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut :
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 Kadarsih, Ristiana. "Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media 
Massa di Indonesia." Jurnal Dakwah 9.1 (2008): h.1-12. 
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“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”3 
 
Sudah sangat banyak aturan yang menyangkut pencemaran nama baik mengingat 
di Indonesia saat ini sudah banyak problematika hukum yang terjadi di masyarakat, 
seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang merupakan salah satu 
penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang kerap terjadi di 
masyarakat terutama melalui media sosial.
4
 
Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media dan globalisasi 
terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan 
munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media eletronik 
seperti komputer, handphone, maupun gadget. Tak jarang seseorang memanfaatkan  
media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun 
berekspresi. Namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaaannya  karena bisa 
saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa 
kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap 
orang lain. Seperti yang dialami Kadir Sijaya pada tahun 2015 silam, dengan tuduhan 
melakukan pencemararn nama baik setelah mengkritik Zulkifli mantan ketua PWI 
Sulsel, di grup pesan media sosial facebook. Dalam laporannya, Zulkifli mengaku
                                                          
3






 jika Kadir Sijaya kerap  membuat tulisan di media sosial yang memojokkan Zulkifli 
dan membuatnya merasa tersinggung. Karena menuding tindakan Zulkifli “menjual 
salah satu ruangan gedung yang berada di PWI”. Menyampaikan pendapat atau 
berbagai informasi diperlukan kehati-hatian mengingat delik pencemaran nama baik 
ini sifatnya sangat subjektif dan sulit diukur.
5
 
Pemberlakuan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik 
pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot 
tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat. Aturan itu banyak 
menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat. 
Di Indonesia, aturan mengenai penghinaan ini masih dipertahankan. 
Alasannya dalam wujud pencemaran nama baik adalah character assassination atau 
pembunuhan karakter. 
Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik, perlu diketahui hal-hal yang 
terkait dengan penerapan hukumnya dalam hal ini  putusan pengadilan terhadap 
tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Oleh karena itu, penulis 
mengangkat judul:  
“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tersangka Tindak Pidana 
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan No. 
1043/Pid.Sus/2016/PN Mks)  
                                                          
5
 Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah 
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 
virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan 
oleh masyarakat di seluruh dunia.(diakses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, pada 





B.  Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 
     Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 
akan diteliti. Oleh sebab itu pada penelitian ini, peneliti difokuskan penelitian pada  
penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik melalui 
media sosial serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
tersangka tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan( No. 
1043/Pid.Sus/2016/PN MKS). 
C.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah pokok 
untuk dipecahkan sebagi berikut: 
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tersangka tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial No. 1043/Pid.Sus/2016/PN Mks? 
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
bebas terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan 
No. 1043/Pid.Sus/2016/PN Mks ? 
D.  Kajian Pustaka 
  Berdasarkan penelusuran penulis tentang kajian pustaka yang berkaitan 
dengan judul 
Skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang hampir sama dengan judul 





Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana bagian I yang membahas 
tentang pengertian hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana. 
Namun, dalam bukunya tidak membahas tentang delik-delik penghinaan. 
Adami Chazawi dalam bukunya Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum 
Pidana yang membahas tentang alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan juga membahas barang bukti. Namun, 
dalam bukunya tidak membahas mengenai pengertian dan macam-macam putusan 
hakim. 
Laden Merpaung dalam bukunya Tindak Pidana Terhadap Kehormatan  yang 
membahas tentang delik-delik penghinaan menurut KUHP. Namun, dalam bukunya 
tidak membahas delik-delik penghinaan menurut Undang-Undang No 11 Tahun 
2008. 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 
Transaksi dan Elektronik. 
Dian Sucianti Anggraeni dalam skripsinya Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar tahun 2015), dalam skripsi ini hanya membahas 
bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tersangka tindak pidana pencemaran 




Berdasarkan literature di atas, penulis berinisiatif untuk membahas Tinjauan 
Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tersangka Tindak Pidana Pecemaran Nama Baik 
Melalui Media Sosial (Studi Putusan 1043/Pid.Sus/2016/PN Mks) 
Sesuai pokok-pokok permasalahan Penulis, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial No. 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks.  
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan 
No. 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks. 
E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.  Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai 
berikut: 
a.  Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana pencemaran    
nama baik melalui media sosial No. 1043/Pid.Sus/2016/PN Mks. 







2.  Kegunaan Penelitian 
 Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut :  
a.  Kegunaan Teoritis 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi 
para pembaca tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana 
pencemaran nama baik sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang yang 
mengatur. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh 
pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar 
pemikiran yang teoritis, bahwa suatu perundang-undangan yang ada belum tentu 
berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya. 
b.  Kegunaan Praktis 
1) Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam 
menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap 
permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai 
Putusan Bebas Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. 
2) Bagi pihak yang berkompoten dibidang hukum pidana pada khususnya, dapat 






A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 
1. Definisi Hukum Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
belanda yaitu strafrecht.walaupun istilnah ini terdapat dalam, Wetboek Van Strafrecht 
(Selanjutnya disingkat WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda 
(KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan 
Strafrecht itu. Oleh karena itu , para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti da 
nisi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. 
Dalam bahasa belanda Strafrecht terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu 
strafbaarfeit. Perkataan  feit dalam bahasa belanda diartikan sebagian dari kenyataan, 
sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga  secara harfiah perkataan 
strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. 
Pengertian dari perkataan strafbaarfeit menurut para ahli : 
a. Simons 
Dalam rumusannya strafbaarfeit itu adalah:
6
 
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
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tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang 
dapat dihukum”. 
b. E.Utrecht  
Utercht menerjemahkan strafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering 
juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif 
atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan 
karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa 





Menurut Pompe perkataan strafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja 
atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,dimana pejatuhan hukuman 
terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum. 
d. Moeljatno  
 “Perbuatan yang dilarang oleh suatu  aturan hukum, larangan yang mana disertai 
sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. 
Dapat juga dikatakan bahwa perbutan pidana adalah perbuatan yang dialarang hukum 
dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada
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perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 
sedang ancaman pidanya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan)”. 
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : (1) perbuatan (manusia), 
(2) memenuhi rumusan dalam undang (syarat formil), (3)bersifat melawan hukum 
(syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) 
KUHP. 
      2.   Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut 
pandang, yakni : dari sudut teoritis; dan dari sudut undang-undang.
8
 
teoritis berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin dalam rumusannya. 
Sementara itu, sudut undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perudang-
undangan yang ada. 
a.  Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori 
Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :
9
 
1) Perbuatan  
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3) Ancaman pidana (bagi pelanggar larangan). 
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Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata 
majemuk perbatan pidana, maka pokok-pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi 
tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana 
menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar 
dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada 
umumnya dijatuhi pidana. Apakah in concreto orang yang melakukan perbuatan itu 
dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan 
pidana. 
Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur,yakni; 
a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian 
bahwa seolah-olah setiap tindakan yang dilarang itu selalu diikuti dengan tindakan 
penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam 
pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi 
pidana.Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan 
dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu 
tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya 






Sementara itu, Schravendjik dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar 
itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
Walaupun rincian dari rumusan-rumusan itu tampak berbeda-beda namun pada 
hakikatnya ada persaaannya , yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai 
perbuatannya dengan unsur yang menegenai diri orangnya. 
b.  Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang 
 Buku II KUHP memuat sejumlah rumusan perihal tindak pidana tertentu yang 
masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III KUHP memuat pelanggaran.Ternyata 
ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah 
laku/perbuatan walaupun ada penegecualian seperti pasal 351 KUHP (penganiayaan). 
Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali 
juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan unsur kemampuan 
bertanggungjawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik 






Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui 
adanya 11 unsur pidana, yaitu: 
1. Unsur tingkah laku; 
2. Unsur melawan hukum; 
3. Unsur kesalahan; 
4. Unsur akiat konstitutif; 
5. Unsur keadaan yang menyertai; 
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
9. Unsur objek hukum tindak pidana; 
10. Unsur kausalitas subjek hukum tindak pidana; 
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 
Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum 
yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur 
yang bersifat obejektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin 
manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai  perbuatannya, akibat perbuatan 
dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak 
pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang 
mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.
10
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Adapun menurut Teguh Prasetyo unsur-unsur tindak pidana yaitu:
11
 
a) Unsur subjektif 
 Unsur yang terdapat atau melekat diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri 
si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. 
Unsur ini terdiri dari: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa). 
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan pada Pasal 53 ayat (1) 
KUHP. 
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, 
pemalsuan, pemerasan dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu,seperti yang terdapat dalam kejahatan menrut 
Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut 
Pasal 308 KUHP. 
b) Unsur Objektif 
  Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku 
itu harus dilakukanterdiri dari: 
 1. Sifat melanggar hukum. 
 2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan 
kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP. 
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 3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan 
kenyataan sebagai akibat. 
1. Pelaku Tindak Pidana(Dader) 
Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barangsiapa yang 
melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut 
dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam 
pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: 
“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang 
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka 
yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu denggan menyalahgunakan 
kekuasaan atau martabat, denga kekerasan, ancaman atau penysatan, atau 
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain melakukan perbuatan.” 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 (1) KUHP di atas, bahwa pelaku tindak 
pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
12
 
1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger) 
Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui 
bahwa untuk menetukan seseoarang sebagai yang melakukan (pleger)/pembuat 
pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu perbutannya 
adalah perbuatan yang menentukan terwjudnya tindak pidana dan perbutannya 
tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger) 
Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan menyuruh 
melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai 
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orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada 
keterangan yang ada dalam Memorie van Toelichting (selanjutnya disingkat MvT) 
WvS Belanda, yang berbunyi: 
“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi 
tidak secara pribadi melainkan perantara orang lain sebagai alat di dalam 
tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan 
atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui,disesatkan atau 
tunduk pada kekerasan.” 
 
a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya 
Yang dimaksud orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila 
orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena 
orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan 
perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang diperalat disebut juga sebagai 
manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut juga sebagai manus 
dimitra juga disebut sebagai middeliijke dader (pembuat tidak langsung). 
Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara 
memperlalat orang lain: 
1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat 
penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra);  
2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada 






3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah 
perbuatan penyuruh.  
b.  Tanpa kesengajaan atau kealpaan 
 Hal yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah 
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (manus ministra) tidak dilandasi 
oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, 
karena sesungguhnya inisiatif perbuatan dating dari pembuat penyuruh, demikian 
juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh 
(doen pleger) 
       c. Karena tersesatkan  
  Hal yang dimaksudkan dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau 
kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari 
orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka 
memutuskan kehendak untuk perbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu 
timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.   
      d.  Karena kekerasan  
Hal yang dimaksudkan dengan kekerasan (geweld) di sini adalah perbuatan 
yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada 





Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang 
disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Kemungkinan-kemungkinan tidak 
dipidananya orang yang disuruh disebabkan karena :  
1. Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;  
2.  Berdasarkan Pasal 44 KUHP (1)kurang sempurna akalnya (2) sakit berubah 
akalnya);  
3. Daya paksa Pasal 48 KUHP; 
4.  Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan  
5. Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, 
misalnya Pasal 413-437 KUHP.  
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger) 
Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan 
secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam 
hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus 
memenuhi dua syarat yaitu harus adanya kerjasama secara fisik dan harus ada 
kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana. 
 Dimaksudkan dengan turut serta melakukan (mede pleger), oleh MvT 
dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat 
(meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, penelasan MvT ini merupakan 
penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Dari 
berbagai pandangan para ahli tentang bagaiamana kategori untuk menentukan 





menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang 
tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah 
terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan 
tindak pidana tersebut. 
Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, 
asalkan perbuatannya memilki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, 
serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat 
pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana. 
Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk 
melakukan tindak pidana (uit lokken) 
Adapun syarat-syarat uit lokken yaitu: 
a. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan   tindak 
pidana; 
b. harus ada orang lain digerakkan untuk melakukan tindak pidana; 
c. cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di 
dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya); 
d. orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan 
keinginan orang yang menggerakan. 
Ditinjau dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 ayat (1) KUHP 
tersebut di atas kesemua adalah sebagai penaggung jawab penuh, yang artinya 






2. Alat Bukti dan Barang Bukti 
Dalam sidang pengadilan pidana terdapat tiga pihak, yakni majelis hakim 
panitera pengganti, jaksa penuntut umum terdakwa (dapat) didampingi oleh penasihat 
hukum. Seluruh rangkaian kegiatan dalam persidangan yang dilakukan dan diikuti 
oleh tiga pihak tersebut dapat juga disebut dengan kegiatan atau proses pembuktian di 
siding pengadilan. Bagi majelis hakim sebagai pimpinan sidang dan pemutus perkara, 
hasil pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan sebagai berikuit:
13
  
a. Terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut  umum. 
b. Apabila terbukti, seberapa berat kadar kesalahan terdakwa sehingga dapat 
ditetapkan sejauh mana beban pertanggungjawaban pidana terdakwa yang 
menimbulkan peristiwa yang mengandung muatan tindak pidana yang 
didakwakan tersebut. 
c. Apabila tidak terbukti, maka diikuti oleh amar pembebasan terdakwa. 
Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dan 
dalam hal melanggar hukum pidana oleh pidana oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan 
Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan, orang tersebut 
berhak dianggap tidak bersalah. Hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah” 
(presumption of innocence). 
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Untuk menyatakan seseorang “melanggar hukum” pengadilan harus dapat 




A.  Alat Bukti yang Sah  
 Hal ini diatur oleh Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: 
 “alat bukti yang sah ialah” :  
1. Keterangan Saksi;  
2. Keterangan Ahli;  
3. Surat;  
4. Petunjuk;  
5. Keterangan Terdakwa.  
1.  Keterangan Saksi  
Pengertian umum dari saksi dicantumkan di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP 
yang berbunyi : “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutandan peradilan tentang suatu perkara pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.  
Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti 
dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa 
yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut 
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alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 138 butir 27 KUHP). Dengan demikian 
pendapat atau rekaan diperoleh dari hasil pemeriksaan saja, bukanlah keterangan 
saksi. Keterangan saksi baru dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila si saksi yang 




Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Keterangan saksi sebagai alat 
bukti yang sah harus dibedakan apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana 
dicantumkan Pasal 184 ayat (1) a KUHAP. Hal ini tercantum dalam pasal 185 ayat 
(7) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “keterangan dari saksi yang tidak 
disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun 
apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat 
dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Dengan demikian dapat 
dipahami hal yang diatur oleh Pasal 171 KUHAP yang berbunyi : “Yang boleh 
diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah : 
a. anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin; 
b. orang sakit ingatan dan sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya 
baik kembali; 
Dan demikian juga, orang-orang yang tercantum dalam pasal 168 KUHAP 
yang berbunyi “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat 
didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: 
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a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 
sampai derajat ketiga dari terdakwa bersama-sama sebagai terdakwa; 
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara, 
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan 
karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;  
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau secara bersama-
sama sebagai terdakwa.  
Mereka tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, boleh dilanggar sebagai saksi 
sebagaimana diatur oleh Pasal 169 KUHAP yang berbunyi:  
“(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 
menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara 
tegasmenyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.  
(2) Tanpa persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal (1), maka diperbolehkan 
memberi keterangan tanpa sumpah”.  
Selain dari orang yang belum dewasa, orang sakit ingatan atau sakit jiwa atau 
karena hubungan kekeluargaan, masih ada yang diizinkan dapat dibebaskan dari 
kewajiban sebagai saksi, yakni orang-orang yang dicantumkan Pasal 170 KUHAP, 
sebagai berikut :  
 “(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya 
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban 
untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan 





(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan 
tersebut”. 
Selanjutnya, akan diteliti mengenai keterangan saksi. Secara tidak langsung 
tercantum dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP yakni “orang yang mengalami, melihat, 
menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana”. 
Perlu diperhatikan mengenai keterangan saksi de auditu, yaitu keterangan yang 
didengar dari orang lain. Namun, ketrangan tersebut tidak dapat dipakai sebagai alat 
bukti sah “keterangan saksi”. Dalam istilah sehari-hari juga dikenal saksi a charge, 
yakni saksi yang memberatkan terdakwa sedang saksi meringankan/menguntungkan 
terdakwa disebut saksi a de charge (pasal 160 ayat (1) c).
16
                                                                
Mengenai penyumpahan saksi, KUHAP mengatur sebgai berikut : 
1) Pada tahap “penyidikan”, saksi diperiksa tidak disumpah kecuali apabila ada 
cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di 
pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).  
2) Sumpah promisories, yakni sumpah yang dilakukan sebelum memberikan 
keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (3) KUHAP). 
3)  Sumpah assertoris, yakni sumpah yang dilakukan setelah memberikan 
keterangan/kesaksian (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).  
 
 
                                                          
16 Leden Merpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan 





2.  Keterangan Ahli  
Sebagai alat bukti yang diatur diatur dalam KUHAP adalah keterangan ahli. 
Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana guan kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 
KUHAP). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas seorang ahli ialah membuat 
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli yang 
dimaksud dapat dikemukakan di kepolisisan atau pada saat pemeriksaan di 
pengadilan. Oleh karena di dalam KUHAP, tidak diatur secara tegas mengenai 
kriteria seorang ahali, hanya menyebutkan “memiliki keahlian khusus" perkara 
pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ketrangan ahli yang dimaksud dapat  
dikemukakan dikepolisian atau pada saat pemeriksaan di pengadilan.  
Oleh karena di dalam KUHAP, tidak diatur secara tegas menegnai hkriteria 
seorang ahli, hanya menyebutkan “memiliki keahlian khusus”.17  
Oleh karena itu, dalam praktik sebelum seorang ahli dimintai keterangan 
terlebih dahulu dimintai Curriculum Vitae-nya sebagai gambaran apakah orang 
tersebut pantas dimintai keterangan atau tidak. 
3.  Surat 
  Surat adalah alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di dalam Pasal 
184 KUHAP. Di dalam Pasal 187 KUHAP dirumuskan: “Surat sebagaimana tersebut 
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Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah 
adalah : 
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 
umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat 
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu; 
2) Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
surat yang dibuat leh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 
laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi 
pembuktian suatu keadaan; 
3) Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 
secara resmi daripadanya; 
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 
alat pembuktian lain.” 
Surat-surat yang ditetapkan dalam Pasal 187 KUHAP tersebut agar dapat 
dijadikan sebagai alat bukti haruslah merupakan suatu surat yang dibuat atas sumpah 
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4. Petunjuk  
Di dalam KUHAP, masalah petunjuk ini dianggap sebagai suatu alat bukti 
sah. Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau 
keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain 
maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya, Selanjutnya dalam ayat (2) 
disebutkan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari : 
a. Keterangan saksi; 
b. Surat; 
c. Keterangan terdakwa; 
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan 
tertentu dilakukan oleh hakim  dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan 




5. Keterangan terdakwa 
Alat bukti yang berakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di dalam 
KUHAP adalah keterangan terdakwa, Pasal 189 KUHAP menyebutkan : 
“Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang 
perbuatan yang dilakukannnya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya 
sendiri” 
 
Dengan demikian keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan 
di sidang, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidanga dapat
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digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu 
didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan 
kepadanya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya , melainkan 
harus dinilai dengan alat bukti yang sah. 
Sebenarnya penempatan keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti yang sah 
kurang tepat sebab bagi terdakwa bisa saja memberikan keterangan yang senantiasa 
menguntungkan pribadinya, dan juga kalaun dihubungkan dengan Pasal 175 KUHAP 
yang memungkinkan terdakwa untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan 
kepadanya, jelaslah bahwa untuk mendapatkan atau untuk menjadikan keterangan 
terdakwa sebgai alat bukti yang sudah barang tentu tidak mungkin, oleh karena 
terdakwa mempunyai hak bungkam.
20
 
B. Barang Bukti 
Dengan mengikuti rumusan pasal 29 KUHAP, barang bukti dapat 
didefinisikan sebagai benda-benda yang berwujud berupa benda yang digunakan 
untuk melakukan tindak pidana atau digunkan untuk mempersiapkan tindak pidana, 
atau yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, atau yang dibuat khusus atau 
diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda-benda lainnya yang mempunyai 
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hubungan langsung dengan tindak pidana, dan atau benda tidak berwujud berupa 
tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.
21
  
Benda-benda seperti itulah yang dapat disita, dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP, 
Dpat diketahui tantang macam barang bukti sebagai berikut : 
1. Benda berwujud, yang berupa : 
a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana (instrumenta delicta) atau 
untuk mempersiapkannya; 
b. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan; 
c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana 
(instrument delicti); 
d. Benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung 
dengan dilakukannnya tindak pidana (corpora delicta). Misalnya, uang palsu hasil 
kejahatan pemalsuan uang. 
2. Benda tidak berwujud berupa tagihan yang diduga bersal dari tindak pidana. 
Dalam Pasal 41 KUHAP disebut benda tertentu dalam hal tertangkap tangan, 
dalam hal ini penyidik berwenang menyita paket atau surat benda yang 
pengangkutannya atau pengirimnya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, 
sepanjang benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berrasal darinya. 
Dalam rangkaian kegiatan penyidikan, barang bukti dapat diperoleh dari kegiatan 
berikut  
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a. Penggeledahan rumah, badan, dan pakaian. 
1) Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mendapatkan barang bukti 
tertentu yang terlebih dahulu telah disiapkan surat perintah penyitaan dan surat 
izin dari Ketua Pengadilan Negeri. 
2) Apabial surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri belum disapkan dan 
dalam penggeledahan rumah ditemukan barang penting yang berhubungan 
dengan tindak pidana yang dilakukan serta dianggap mendesak, maka tidak 
perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. 
Penyitaan barang bukti tersebut dapat dilakukan. Namun, wajib segera 
melaporkan tentang penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat 
(Pasal 38 ayat 2). 
3)  Apabila dalam penggeledahan pakaian ketika hendak melakukan penangkapan 
ditemukan barang yangdapat disita, maka dapat disita (Pasal). 
b. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, penyitaan hanya dapat dilakukan jika 
sebelumnya telah mendapatkan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri 
setempat kecuali bila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (Pasal 28) 
atau dalam hal tertangkap tangan (Pasal 40). 
B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim 
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” 
sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan 
hakim” ini,diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa 





mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, 
melakukan upaya banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. 
Pengertian putusan secara umum dinyatakan dalam pasal 1 angka 11 KUHP 
yaitu:  
“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding 
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini”. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (1)  
KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim yaitu: 
1. Pasal 191 KUHAP 
a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
22
 
b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, 
maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 
2. Pasal 193 ayat(1) KUHAP 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan 
pidana”. 
 
Lebih lanjut Leden merpaung menyebutkan,
23
 Putusan hakim adalah hasil atau 
kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-
masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Selanjutnya jika dibaca pada 
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buku tersebut ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang 
mengartikan putusan (vonnis) sebagai “vonis tetap”. Rumusan-rumusan yang kurang 
tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. 
Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan 
kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan 
dari hasil vonis adalah hasil akir dari pemeriksaan perkara sidang pengadilan. Ada 
juga yang disebut “interlocutoir” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau 
keputusan sela dan “prematoir” yang diterjemahkan dengan keputusan  




  jika ditinjau dari visi teoritik dan praktik putusan 
pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 
persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan 
prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaaan atau 
bebas atau pelepasan dari segala tuntutan.  
C.  Tinjauan Tentang Pencemaran Nama Baik  
Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan 
melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum 
ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan 
sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut defamation, secara 
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harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan 
seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki 
pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang” yang diserang itu 
biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan 
yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam 
lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk 
kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.
25
  
Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang 
merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, 
maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. 
Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :  
1. Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut eer. 
2. Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut geode naam. 




Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep mengenai penghinaan pernah 
dirumuskan oleh Mahkamah Agung sebagai akibat dari penafsiran terhadap haatzai 
artikelen
27
 yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 154-Pasal 156 KUHP dan 
verpreidings delict yang delik pokoknya terdapat pada Pasal 155-Pasal 157 KUHP. 
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Dalam perumusan tersebut, penghinaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan 
mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan, benci atau meremehkan 
(merendahkan), yang ditujukan terhadap pemerintah ataupun terhadap golongan 
rakyat dalam pasal-pasal haatzai. Apabila dilihat secara tekstual pasal-pasal tersebut 
memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan pernyataan permusuhan, 
benci atau meremehkan (merendahkan), hal ini bukanlah konsep penghinaan seperti 
halnya yang pernah diterjemahkan dari kata-kata minachting terhadap Pemerintah 
(Pasal 154 KUHP) atau golongan rakyat tertentu (Pasal 156 KUHP). Dengan 
demikian, karena adanya interpretasi itu oleh Mahkamah Agung, maka pernyataan 
permusuhan, benci atau merendahkan (yang dimana berasal dari kata vijandschap, 
haat of minachting) dapat diartikan sebagai pernyataan perasaan yang berbentuk 
penghinaan (in beledigende vorm).
28
 
Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: 
“menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam)”. Salah 
satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara 
tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.” 
Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, bisa kita 
simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang 
berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain. Dalam 
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konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika 
ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa 
pendapat, yaitu : 
a.  De subjectieve opvatting  
Pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat 
ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun 
yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah :
29
 
1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah  
kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang 
dihadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatannya” tebal 
(overgevoeling) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai 
rasa kehormatan.  
2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan 
pendapat secara bebas menjadi berkurang.  
3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan de 
jurisdiche begrifsbepalingen dan memasuki psychologich.  
b. De objectieve opvatting  
Pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara 
lain : 
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1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari 
manusia;  
2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada 
pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan 
semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia
30
.  
Kehormatan merupakan rasa harga diri (eergevoel, perasaan terhormat) yang 
muncul dalam batin seseorang. Jadi, “harga diri” merupakan sesuatu yang mengenai 
segi “intern” orang perorangan. Sedangkan “nama baik” merupakan penghargaan 
yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan 
atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. “Nama baik” 
bersifat extern.  
Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, 
tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak 
asasi setiap manusia.  
Selanjutnya, dari kata “atau” tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat 
melanggar nama baik atau menyerang kehormatan bukan merupakan syarat kumulatif 
untuk adanya penghinaan, melainkan merupakan syarat alternatif. Dipenuhinya salah 
satu saja dari dua unsur itu (di samping unsur-unsur khusus lain) sudah cukup untuk 
adanya tindak pidana penghinaan
31
. 
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Sebagaimana diketahui umum, bahwa hukum merupakan pengaturan dan 
perlindungan kepentingan manusia. Oleh sebab itu, “kehormatan atau nama baik” 
seseorang merupakan kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungannya 
dalam hukum baik secara pidana maupun perdata.  
Dalam doktrin common law dikatakan “one of the most important rights 
possessed by the individual is the rights to a good reputation” (Rate A. Howell, 
Readers Digest). Dengan demikian suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada 
prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang 
dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang 
kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat 
subjektif dari rasa harga diri (eergevoel) masing-masing batin individu tidak sama 
satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu 
perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur 
kesengajaan (opzet) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya 




Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah 
tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/ atau kehormatan 
seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.  
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Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan 
untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk 
hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan 
umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang 
kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum 
memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap 
sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik
33
. Hal tersebut dapat 
dilihat dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, “Tidak termasuk 
menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal 
itu untuk kepentingan umum atau lantaran teerpaksa perlu untuk mempertahankan 
dirinya sendiri”. Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. 
Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang 
bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh 
karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia 
menuduhkan perbuatan tertentu yang menghinakan orang lain. Kedua, apa yang 




Pencemaran nama baik / penghinaan / fitnah yang disebarkan secara tertulis 
dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. KUHP 
                                                          
33
 O.C. Kaligis, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, (Jakarta, Indonesia Against 
Injustice, 2010), h. 229   
34
 O.C. Kaligis, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, (Jakarta, Indonesia Against 





menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara 
lisan atau tulisan (tercetak).  
Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal 
dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut : 
a. Penghinaan materiil  
Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang 
objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi 
faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis 
maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut 
dilakukan demi kepentingan umum.  
b. Penghinaan formil  
Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan 
bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang 
merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-
cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari 
tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup. 
Berikut adalah bentuk-bentuk pencemaran nama baik sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi Undang-





1) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
Kejahatan penghinaan oleh Adami Chazawi membedakannya menjadi 
penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus 
(tersebar diluar bab XVI buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa 
rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang 
pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah 
rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang 
bersifat komunal atau kelompok. 
a) Penghinaan Umum  
Penghinaan menurut penjelasan R. Soesilo terdiri atas 6 (enam) bentuk yakni 
menista (smaad), menista dengan surat (smaadachrift), memfitnah (laster), 
penghinaan ringan (eenvoudige belediging), mengadu secara memfitnah (lasterajke 
aanklacht), dan tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking). 
1. Menista (smaad).  
Menista (smaad) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan :  
“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan 
jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan 
tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”. 
2. Menista dengan surat (smaadachrift).  
Menista dengan surat (smaadachrift) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP 





“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum 
karena menista dengan tulisan dengan hukumana penjara selama-lamanya satu 
tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”. 
 
3. Memfitnah (laster).  
Mengenai memfitnah (laster), diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan:  
“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, 
dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat 
membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak 
benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-
lamanya empat tahun”. 
4. Penghinaan ringan (een voudige belediging).  
Mengenai penghinaan ringan (een voudige belediging) diatur dalam Pasal 315 
KUHP yang menyatakan:  
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau 
menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat 
umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri 
dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang 
dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, 
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-”. 
5. Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht).  
Mengadu secara memfitnah (lasterajke aanklacht) diatur dalam Pasal 317 KUHP 
yang menyatakan :  
“(1) Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan 
surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri 
tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi 
tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan 
hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3”. 
6. Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking).  
Tuduhan secara memfitnah (lasterajke verdarhtmaking) diatur dalam Pasal 318  





“(1) Barangsiapa dengan sengaja dengan melakukan suatu perbuatan, 
menyebabkan orang lain dengan palsu tersangka melakukan sesuatu perbuatan 
yang dapat dihukum, maka dihukum karena tuduhan memfitnah, dengan 
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun; (2) Dapat dijatuhkan 
hukuman pencabutan hak yang tersebut pada Pasal 35 No. 1-3”. 
 
 
7. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal.  
Ketentuan mengenai penistaan terhadap orang yang sudah meninggal yaitu:  
1) Pasal 320 ayat (1) yang menyatakan bahwa :  
“Barangsiapa melakukan perbuatan mengenai orang yang sudah mati jika 
sekiranya ia masih hidup perbuatan itu bersifat menista dengan surat dihukum 
penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 4.500,-”. 
2) Pasal 321 ayat (1)  
“Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau 
gambar yang isinya menghina atau menista orang yang sudah mati, dengan 
maksud supaya isi tulisan atau gambar yang menghina dan menista itu tersiar 
atau lebih tersiar, maka dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua 
minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- ”. 
b) Penghinaan Khusus  
Tindak pidana terhadap kehormatan atau tindak pidana penghinaan pada 
umumnya ditujukan terhadap seseorang manusia yang masih hidup, sebab 
kehormatan atau nama baik adalah hal yang dipunyai/ dimiliki oleh manusia yang 
masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati tidak dapat memiliki lagi. 
Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai 
kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain 
Presiden/ Wakil Presiden, Perwakilan Negara sahabat, Golongan/Agama/Suku dan 
badan umum memiliki kehormatan dan nama baik
35
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Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:  
1) Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, Pasal 
136 bis dan Pasal 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
putusannya tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
2)  Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP).  
3) Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan Pasal 
144 KUHP).  
4) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI (Pasal 
154a KUHP).  
5) Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).  
6) Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155 KUHP). Oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 
Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
7) Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 dan 
Pasal 157 KUHP).  
8) Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan Pasal 208 
KUHP).  
9) Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu:  





b. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 butir 1 
KUHP).  
c. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 butir 2 
KUHP). 
Bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP bersumber pada pencemaran 
sebagaimana ketentuan Pasal 310 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :  
1) Dengan sengaja  
2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain  
3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, dan  
4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.  
2) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
Selain dalam KUHPidana, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 45 
Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) 
 
Pasal Pasal 45 Ayat (1) :  
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar)”. 
 
Kemudia Pasal 27 Ayat (3) dinyatakan :  
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 









Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik 
seperti yang terdapat di dalam KUHP, namun hanya memuat kualifikasi dari tindak 
pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
tersebut diatas yakni dilakukan dengan cara “mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Namun di dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak 
terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses”. Menurut pertimbangan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai 
berikut :  
a. Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik 
ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki. 
b. Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik 
yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu 
(kapan saja dan dimana saja). 
c. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri 
sendiri atau dalam jaringan.  
d. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi 





intercharge (EDI).surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, 
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah 
diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 
memahaminya.  
e. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, 
dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, 
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, 
akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
36
. 
Melihat dari penjelasan dalam putusan tersebut dikaitkan dengan penggunaan 
konsep penyebaran dalam KUHP, dapat ditafsirkan bahwa penggunaan konsep 
penyebaran dalam KUHP tidak dapat dianggap sama dengan konsep penyebaran yang 
terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan unsur yang berbunyi 
“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, konsep penyebaran dalam 
Undang-Undang ITE mengartikan bahwa semua media elektronik merupakan batasan 
dari penyebaran.  
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Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur 
sebagai berikut:  
1. Adanya kesengajaan;  
2. Tanpa hak (tanpa izin);  
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;  
4. Agar diketahui oleh umum.  
3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik 
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 pasca direvisi menjadi Undang-Undang 
No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.  
Adapun  beberapa perubahan di UU ITE yang baru yaitu sebagai berikut:
37
 
a. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 
ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut: 
1) Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan   
dan/atau membuat dapat diaksesnya”. 
2)  Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum. 
3) Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada 
ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. 
b. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut : 
1)  Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) 






tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar menjadi paling banyak 750 
juta. 
2)  Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan 
atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 
menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 
miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta. 
c. Malaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai 
berikut: 
1) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan 
pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah 
menjadi dalam Undang-Undang. 
2)  Menambahkan penjelasan pada ketntuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) 
mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
sebagai alat bukti hukum yang sah. 
d. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat 
(6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut: 
1)  Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin 
Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan 
KUHAP. 
2)  Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua 
Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali 
dengan ketentuan KUHAP. 
e. Memperkuat peran penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada 
ketentuan Pasal 4 ayat (5): 
1)   Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana 
teknologi informasi; 
2)  Kewenangna meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elktronik terkait 





f. Menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” atau “hak untuk 
dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut: 
1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi 
Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas 
permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. 
2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme 
pengahapusan  Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan. 
g. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis 
gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan 
menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 : 
1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi 
Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang; 
2)   Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan 
kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses 
terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan ysng melanggar 
hukum. 
D.  Pengertian Media Sosial 
Sosial media memang sangat ngtren pada saat ini, yang paling mendominasi 
menggunakannya yaitu kalangan para remaja. Karena memang sosial media dapat 
digunakan untuk hiburan karena kita bisa gunakan untuk media berekspresi. Bisa 
dibilang juga sosial media ini kebutuhan orang - orang saat ini, karena anak kecil pun 
sudah ada yang mempunyai akun sosial media. 
Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan dari adanya internet. 
Melalui media sosial, seseorang dapat saling terhubung dengan setiap orang yang 





Media sosial memiliki sifat yang lebih interaktif apabila dibandingkan dengan bentuk 
media tradisional seperti radio maupun televisi. Melalui media sosial, kita dapat 
secara langsung berinteraksi dengan orang lain, baik melalui komentar dalammedia 
sosial maupun dengan sekedar memberikan tanda like pada setiap postingan 
seseorang. 
Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikanmedia sosial 
sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yangdibangun di atas dasar 
ideology dan teknologi web 2.0 dan memungkinkanpenciptaan dan pertukaran user-
generated content. Web 2.0 menjadiplatform dasar media sosial. Media sosial ada 
dalam berbagai bentuk yangberbeda, termasuk sosial network, forum internet, 
weblogs, sosial blogs,micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, ratting, dan 
bookmarksosial (Lesmana, 2012:10). 
Sebuah studi University of Georgia menunjukkan bahwa situsjaringan sosial 
online seperti Facebook mungkin menjadi alat yangberguna untuk mendeteksi apakah 
seseorang adalah seorang narsisis."Penemuan bahwa orang yang narsis menggunakan 
Facebook dalam mempromosikan diri dengan cara yang dapat diidentifikasi oleh 
orang lain," kata penulis utama Laura Buffardi, mahasiswa program doctor dalam 









A. Lokasi Penelitian  
 Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan 
menjadi  sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya Penulis melakukan 
penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, 
Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. 
Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut 
tempat diputus perkara Nomor : 1043/Pid.Sus/2016/PN.MKS. Makassar yang 
merupakan objek sasarana kasus yang diangkat oleh penulis. 
Penulis berusaha pula mengumpulkan teori dan asas-asas hukum dari berbagai 
literature serta doktrin hukum dari pakar hukum ternama yang kompetensinya tidak 
diragukan lagi dalam beberapa kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Pakar 
huku yang menjadi rujukan adalah pakar hukum dalam bidang pidana khususnya 
dalam bidang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. 
B. Pendekatan Penelitian  
Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian 
yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas 
permasalahan yang ada dengan mengaitkan fakta-fakta guna terpenuhinya prasyarat 
ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai tindak pidana 




C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang diperoleh penulis yaitu ada dua macam yakni 
sebagai berikut : 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dari pihak 
yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di Pengadilan 
Negeri Makassar. 
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi pustakaan berupa buku-
buku dokumen perundang-undangan, hasil karya tulis para ahli hukum. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1.  Penelitian Literatur (Literature Research) 
 Penelitian ini dilaksanakan dengna mengumpulkan data dan landasan teoritis 
dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, dan media 
cetak serta media elektronik. 
2. Penelitian Lapangan  
 Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 
wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang 
berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 






1.  Pedoman Wawancara  
Pedoman  wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
yang berupa pertanyaan. 
       2.  Buku Catatan dan Alat Tulis 
 Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. 
3. Alat ini digunakan untuk memotret jika peneliti sedang melakukan   
pembicaraan dengan informan. 
4.  Tape Recorder 
Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan 
informan. 
 F. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut dimaksudkan agar penulis 
dapat menggambarkan keseluruhan data yang telah diperoleh dan menguraikan secara 
keseluruhan hasil studi literature. Dari studi literature tersebut di hubungkan dengan 
rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka dianalisis dan guna 
menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis. 
Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana dalam kasus 
putusan No. 1043/Pid.Sus/2016/PN.MKS, menurut penulis perlu diketahui terlebih 




acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini. 
F. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan dengan triagulasi data, Kegiatan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Makassar 
Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan 
nama Raad Van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana 
Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan 
Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang jalan Ammanagappa) 
(Asmunandar, 2008). 
Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan 
Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK penempatan BCB oleh 
Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan 
Negeri Kelas 1a Khusus Makassar. 
Dahulu, bangunan  ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad Van Justitia, 
merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan 









2. Batas-Batas Wilayah Pengadilan Negeri Makassar 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R. A. Kartini Nomor 
18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 11924BT-5890,7LS. 
Dan adapun batas-batas wilayah Pengadilan Negeri Makassar sebagai 
berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini; 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman; 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jln. Ammanagappa; 
d. Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri Makassar; 
3. Visi Dan Misi 
a.  Visi 
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang 
mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan 
memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya 
rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan publik. 
b. Misi 
Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan 
peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mewujudkan peradilan 
yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. 





Memperbaiki kualitas inputinternal pada proses peradilan yang efektif, 
efisien, bermartabat dan dihormati. 
B. Penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik 
melalui media sosial studi putusan No. 1043/Pid.Sus/2016/PN.MKS 
Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah 
dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang 
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang 
telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang 
melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya tersebut harus 
dipertanggungjawabkan. 
Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika 
tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan 
hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil, jika dikaitkan 
dalam putusan No. 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks, adapun posisi kasusnya adalah 
sebagai berikut.  
1.  Posisi Kasus 
Berawal dari dikontraknya salah satu ruangan di lantai I gedung PWI Sul-Sel 
yang terletak pada Jalan A.P. Pettarani No. 31 Makassar kepada pihak Alfamart, 
yang mana terdakwa sebagai salah satu anggota PWI Sul-Sel periSode 2010 s/d 
2015 merasa tidak puas dengan dikontraknya salah satu ruangan ruangan di lantai 
I gedung PWI Sul-Sel tersebut, sehingga terdakwa mengungkapkan 
kekecewaannya melalui Grup MEDSOS WARTAWAN INDONESIA pada media 





dan dibaca oleh seluruh anggota Grup MEDSOS WARTAWAN INDONESIA, 
adapun tulisan yang terdakwa posting dalam grup MEDSOS WARTAWAN 
INDONESIA tersebut antara lain; 
-  Gedung  PWI sudah dijual oleh mantan ketua PWI Sulsel Zulkifli Gani 
Otto ??? wow keren !!!(25/11/2015, 16:09); 
- Banyak sekali tanda tanya yang dialamatkan kepada mantan ketua, 
Zulkifli Gani Otto, buat yayasan yang diketuai dirinya, padahal ini dalam 
lokasi area kantor PWI/Gedung pemprov sulsel, akan dipakai Alfamart 
dan bisnis lain ? padahal ini dari awal peruntukkannya untuk wartawan 
berkantor, rumah besar untuk wartawan sulsel, apa dari fajar tidak bisa 
menghentikan kelakuan anggotanya ini pak ??? (26/11/2015, 6:25); 
- Jangankan dibelakang hari terjadi masalah, sekarang saja sudah gadu 
tentang keberadaan yayasan dan kontrak sewa kantor PWI, ini akan 
menimbulkan presiden buruk terhadap organisasi kebanggaan juga 
sebagai wartawan, masalah ini Indonesia sudah tau semuanya bung hanya 
segelintir orang yang bernama Zulkifli Gani Otto yang memaksakan 
gedung ini dikontrakkan ke Alfamart ? Pemprov harus bertindak sebagai 
pihak pemberi gedung untuk berkantor pengurus dan anggota PWI Cab 
Sulsel, ini ada konsfirasi terselubung dan yang tau cuma ketua DKD dan 
Tuhan. Dan jika pemprov tidak bertindak tentang gedung yang 
dikontrakkan oleh segelintir orang, maka sangat bahaya bagi pemprov 
sendiri karena karena dianggap bisa bersekongkol jahat terhadap asset 





ditnggali sebagai kadis, ternyata dibelakangan diketahui rumah tersebut 
dia kontrakkan, tak lama kemudian dia dijemput sama polisi dan langsung 
ditahan dengan tuduhan bersekongkol menggelapkan asset daerah yang 
nota benenya adalah uang rakyat dalam tanah dan gedung itu. Lamaka 
uruski itu om itupun uang dikontraknya dikembalikan. (27/11/2015, 
7:42); 
- Pokoknya mantan ketua PWI  Zulkifli Gani Otto harus bertanggung jawab 
atas ulah pribadinya mengontrakkan gedung PWI ke Alfamart, gedung ini 
asset pemprov kok berani-beraninya merubah bentuk mengontrakkan ke 
pihak lain ?, ini pelanggaran berat sekaligus pelecehan kepada pemerintah 
sang pemberi gedung kepada pengurus dan wartawan yang ada di 
Sulawesi selatan. Oknum ini apapun alasannya sudah melangkah jauh 
dengan kesalahan besar! (20 November pukul 18:18). 
Akibat dari perbuatan terdakwa S. KADIR Dg SIJAYA, Saksi korban Lk. 
H. ZULKIFLI GANI OTTO, SH merasa malu  karena terdakwa telah 
menyerang kohormatan dan nama baik saksi korban serta hal tersebut 
mempengaruhi pikiran saksi korban. 
2.  Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 









Bahwa perbuatan terdakwa S. KADIR Dg SIJAYA sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
3.  Tuntutan Penuntut Umum 
Adapun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara tersebut adalah 
sebagai berikut: 
(1) Menyatakan Terdakwa S. KADIR Dg SIJAYA terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa 
hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen eletronik yang memilki 
muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”, sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI 
No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 
sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami. 
(2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S. KADIR SIJAYA Dg. SIJAYA 
dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN 
dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa 
dengan perintah Terdakwa ditahan. 
(3) Menyatakan barang bukti berupa : 
- 15 (lima belas) lembar dokumen elektronik berupa Print Screen/Print 
Out Facebook. 





(4) Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah).  
4. Amar Putusan 
Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan; 
MENGADILI: 
1. Menyatakan terdakwa S. KADIR Dg. SIJAYA, tersebut diatas, tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan tunggal; 
2.  Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum; 
3.  Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 
serta martabatnya; 
4. Menetapkan barang bukti berupa; 
    - 15 (lima belas) lembar dokumen elektronik berupa print screen/print facebook 
      Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
5. Membebankan biaya perkara kepada negara; 
5.  Analisa hukum 
Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana pencemaran 
nama baik tanpa memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan 
pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni 





Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Oleh karena itu, pengertian 
dari pencemaran nama baik dapat diketahui berdasarkan penafsiran sistematis 
dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang lain yakni pada Pasal 310 
ayat (1) KUHP. Adapun isi dari ketentuan pasal- pasal tersebut adalah : 
Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang ITE : 
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar).” 
Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE 
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik.” 
Sementara ketentuan Pasal 310 Ayat (1) 
“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan 
jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan 
tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.“ 
Berdasarkan putusan  hakim dalam perkara tersebut sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang  RI No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa yang tidak terbukti secara 





Pasal 27 ayat (3) tidak terpenuhi sebagaimana yang telah didakwakan oleh 
penuntut umum. 
Sehubungan dengan itu, penulis sependapat dengan Putusan Majelis hakim 
yang memutus bebas terdakwa. Karena dari fakta yang terungkap dipersidangan 
berdasarkan keterangan saksi dan  keterangan ahli meringankan terdakwa serta 
barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut tidak cukup kuat karena 
mengenai barang bukti berupa print out/print screen berupa salinan potongan 
kalimat yang diduga memuat pencemaran nama baik dimana terhadap bukti 
tersebut harus dikomparasikan dengan sumber aslinya terlebih dahulu (validasi) 
terhadap kebenaran isi atau konten dari print out karena print out dan screen shot 
dapat dihapus. Maka, dengan demikian sangat sulit menentukan apakah terdakwa 
yang telah melakukan hal tersebut. Disamping itu dari beberapa sumber yang 
telah penulis ketahui bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa 
kasus ini didasari dari dendam pribadi.   
C. Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap 
tersangka tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No. 
1043/Pid.Sus/2016/PN Mks 
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan bapak  I Made Subagia Astawa, 
S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini 
pada tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Pengadilan Negeri Makassar juga 
menegaskan bahwa: “Didalam penjatuhan suatu putusan pidana, itu diambil 
apabila telah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang telah didakwakan oleh 





(1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik tidak terpenuhi ”.38 
Terkait dengan kasus ini penulis sependapat dengan yang dikemukakan oleh 
bapak I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum bahwa dalam penjatuhan pidana 
haruslah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Namun perbuatan terdakwa yakni S. Kadir Dg. Sijaya tidak 
memenuhi  unsur-unsur seperti yang didakwakan dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo 
Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Maka terdakwa yakni S. Kadir Dg. Sijaya haruslah dibebaskan dari 
segala tuntutan hukum. 
Pencemaran nama baik atau yang disebut penghinaan yang diatur dalam Bab 
XVI KUHP yakni Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP yang merupakan 
penghinaan umum. Sedangkan penghinaan khusus diatur secara tersebar di luar 
ketentuan Bab XVI KUHP. Dalam KUHP sendiri, pencemaran nama baik masuk 
dalam kategori delik aduan kecuali dilakukan terhadap pengawai negeri sipil yang 
sedang menjalankan tugasnya secara sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
316 KUHP. Sementara dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik apakah dalam kategori delik biasa atau delik 
aduan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 
mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ada penegasan bahwa Pasal 27 
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ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik merupakan delik aduan. 
Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaitkan dengan perkara No. 
1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas 
terhadap terdakwa, di karenakan hakim memandang bahwa jika dikaitkan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka 
perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana 
yang didakwakan sehingga Majelis Hakim bahwa terdakwa tidak terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pencemaran nama baik 
Mengenai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan 
Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur-unsur tindak pidana yang harus 
terpenuhi itu dapat dihukum adalah sebagai berikut : 
1. Unsur “Setiap Orang .”  
Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang 
baik ia perorangan (person) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu 
pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya 
dapay dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum. 
Dalam perkara ini terdakwa yakni S. Kadir Dg. Sijaya selama pemeriksaan 
membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam 
dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan 





pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah 
terpenuhi secara sah menurut hukum. 
2. Unsur “Dengan Sengaja atau tanpa hak” 
Bahwa Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik, mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbautan yang dilakukan 
oleh pelaku, dimana mensyratkan suatu sikap batin si pelaku yang mendorong 
atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu 
tolak ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang 
nampak dari si pelaku, sehingga “sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan-
batasan. 
Pengertian unsur “sengaja” menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah 
asing “Willens En Wetens”, yang berarti si pelaku mengetahui/menyadari dan 
menghendaki/bermaksud. 
Dalam teori dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (Prof. Moeljatno, SH, 
Asas-Asas Hukum Pidana) : Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak 
yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti di rumusan dalam wet. Bahwa 
perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh 
terdakwa. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, yaitu bahwa terdakwa 
mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan 
keadaan-keadaan yang menyertainya. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus 
efentualis), dengan dua syaratnya, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan 
adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap 





dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari 
kecerdasan pikirannya dapat disimpulakn antara lain dari pengalaman, 
pedidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat 
kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitasr perbuatan, tidak 
mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya. 
3. Unsur “Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat 
diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik” 
Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada 
beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana penghinaan 
dengan menggunakan sarana teknologi  informasi menurut UU ITE. Kiranya 
perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara 
apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, 
menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam 
melakukan transakssi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi. 
Tindak pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE merupakan tindak pidana formil yang 
tidak murni, termasuk tindak pidana semi materiil. Karena untuk selesainya 
perbuatan mendistribusikan harus menggunakan indikator telah 
terdistribusikannya data atau sekumpulan data elektronik objek tindaak pidana. 
Jaksa harus membuktikan keadaan tersebut. 
Perbuatan mentransmisikan mengandung arti yang lebih spesifik dan bersifat 
teknis. Khususnya teknologi informasi elektronika jika dibandingakan dengan 
perbuatan mendistribusikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dirumuskan 





seseorang (benda) kepada orag lain (benda lain). Dari kalimat tersebut dengan 
menghubungkannya dengan objek yang ditransmisikan, maka perbuatan 
mentransmisikan dapatlah dirumuskan. Adalah perbuatan dengan cara tertentu 
atau melalui perangkat tertentu seperti mengirimkan atau meneruskan informasi 
elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda 
(perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transaksi elektronik.  
Namun, menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa akun Kadir Ku 
Saja bukan milik terdakwa karena telah dihack, akun terdakwa yang asli adalah 
bernama Kadir Sijaya, terdakwa tergabung dalam Grup Facebook dengan nama 
Medsos Wartawan Indonesia dengan nama akun Kadir Sijaya bukan Kadir Ku 
Saja. Akun Kadir Ku Saja mengomentari di grup facebook tersebut tentang 
Zulkifli Gani Ottoh menjual/menyewakan gedung PWI ke pihak Alfamart. 
Dengan tidak terbuktinya unsur mendistribusikandalam diri terdakwa, maka 
dengan sendirinya unsur “mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 
inforasi elektronik dan atau dokumen elektronik ” tidak terpenuhi. 
4. Unsur “Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik” 
Ada 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki 
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”dalam rumusan tindak 
pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. 
a. Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat 
pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur 





b.  Kedua, pada unsur inilah melekat/letak sifat melawan hukum dari 
perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus di dalamnya diletakkan 
maksud dan tujuan dibentukanya tindak pidana ini. Sebagai memberi 
perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik 
dan kehormatan. 
c. Ketiga, sebgai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan lex spesialis 
dari   bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam 
KUHP. 
Bahwa, menurut hukum jika salah satu unsur dari tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari 
tidak pidana yang dituduhkan, dan dalam perkara ini, salah satu unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa, judex facti telah menyatakan terdakwa 
salah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
 
 





Dari hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana pencemaran nama baik 
melalui media sosial dalam putusan No 1043/Pid.Sus/2016/PN Mks 
berdasarkan putusan hakim dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang RI No 11 Tahun 
2008 yang telah direvisi menjadi undangn-undang no 19 tahun 2016 
tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap terdakwa tersebut tidak 
terbukti secara sah mealkukan tindak pidana karena salah satu unsur tidak 
terpenuhi. Maka, terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan 
hukum. 
2. Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap 
tersangka tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan No. 
1043/Pid.Sus/2016/PN Mks adalah telah sesuai dengan berdasar pada 
fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli, 
keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti. Adapun bentuk surat 
dakwaan yang digunakan oleh penutut umum yaitu dakwaan tunggal. 
Namun terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal penuntut umum karena 
salah satu unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 
 
 
   
 
3. Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi. 
Maka majelis hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 
B. Saran 
 1.  Adapun saran penulis ialah Masyarakat selaku pengguna jejaring sosial 
hendaknya harus memahami dan lebih arif dan bijaksana didalam 
memberikan pendapat ataupun berekspresi di media sosial dan haruslah 
tetap sesuai dengan etika dan koridor hukum yang berlaku sehingga tidak 
mudah terjerat dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut. 
2.  Bagi masyarakat harus lebih memahami arti kebebasa yang diberikan oleh 
negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. 
Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi 
peringatan atau tindakan Preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati 
dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan memberikan 
tindakan Represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik 
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